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ABSTRACT   
The advancement of digital technology has transformed the pattern of narcotics 
distribution, which now increasingly relies on online platforms such as social media, 
messaging applications, and the darknet. This study aims to develop an integrated 
cyberlaw strategy to prevent and combat digital-based narcotics crimes through legal, 
technological, and institutional collaboration. Using normative and qualitative legal 
research methods, this research analyzes regulations, legal frameworks, and empirical data 
derived from interviews and documentation related to the cooperation between law 
enforcement agencies, internet service providers, and the implementation of big data 
technology. The findings reveal that narcotics trafficking in cyberspace is characterized by 
anonymity, encryption, and transnational syndicates, making traditional legal instruments 
insufficient. The study concludes that optimizing collaboration among law enforcement, 
technology providers, and international partners, supported by adaptive legal reforms and 
big data analytics, is essential to strengthen cyberlaw enforcement. The integration of these 
components can enhance early detection, digital surveillance, and targeted law 
enforcement, ultimately improving national cybersecurity and public protection.  
Keywords: Cyberlaw Strategy, Digital Narcotics, Law Enforcement 

 

ABSTRAK  
Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola peredaran narkotika yang kini semakin 
bergantung pada platform daring seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan darknet. 
Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi cyberlaw terpadu untuk mencegah dan 
memberantas tindak pidana narkotika berbasis digital melalui kolaborasi hukum, teknologi, 
dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kualitatif, 
penelitian ini menganalisis regulasi, kerangka hukum, serta data empiris yang diperoleh 
dari wawancara dan dokumentasi terkait kerja sama antara aparat penegak hukum, 
penyedia layanan internet, dan penerapan teknologi big data. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peredaran narkotika di ruang siber ditandai oleh anonimitas, penggunaan enkripsi, 
serta keterlibatan sindikat lintas negara, sehingga instrumen hukum konvensional menjadi 
kurang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kolaborasi antara 
penegak hukum, penyedia teknologi, dan mitra internasional, yang disertai pembaruan 
hukum adaptif dan pemanfaatan analisis big data, menjadi kunci untuk memperkuat 
penegakan hukum siber. Integrasi komponen tersebut dapat meningkatkan deteksi dini, 
pengawasan digital, serta penindakan hukum yang lebih terarah, sekaligus memperkuat 
keamanan siber nasional dan perlindungan masyarakat. 
Kata Kunci: Strategi Cyberlaw, Narkotika Digital, Penegakan Hukum 
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PENDAHULUAN 
 Di era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek 
kehidupan. Namun, kemajuan tersebut juga membuka ruang baru bagi maraknya 
tindak kejahatan, khususnya peredaran gelap narkotika yang kian memanfaatkan 
platform digital seperti media sosial dan darknet. Peredaran narkotika secara 
online ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum dan penegakan 
hukum konvensional yang selama ini lebih fokus pada penindakan fisik. Oleh 
karena itu, diperlukan pendekatan yang inovatif dan multidimensi untuk 
menghadang serta memberantas kejahatan tersebut secara efektif. 

Cyberlaw atau hukum siber menjadi alat penting dalam mengatur dan 
mengendalikan aktivitas ilegal di dunia maya, termasuk perdagangan narkotika. 
Namun, kompleksitas kejahatan siber (Sulubara & Tasril, 2025), seperti anonimitas 
pelaku dan kemampuan mereka memanfaatkan teknologi canggih, mengharuskan 
diterapkannya strategi terpadu yang melibatkan berbagai elemen (Sulubara, 
Tasril, et al., 2025). Optimalisasi kolaborasi antara penegak hukum, penyedia 
layanan internet, dan penggunaan teknologi analisis big data menjadi kunci dalam 
strategi ini (Murthada Murthada & Seri Mughni Sulubara, 2022). Penegak hukum 
dapat mengidentifikasi pola dan tren perdagangan narkoba melalui analisis data 
besar dari berbagai platform digital, sementara penyedia layanan internet dan 
platform media sosial memiliki peran kritis dalam memblokir akses dan 
menghapus konten yang mempromosikan narkotika (Sulubara et al., 2024). 

Selain itu, pembaruan regulasi hukum yang adaptif terhadap 
perkembangan teknologi digital juga menjadi hal mutlak agar penanganan 
peredaran narkika daring lebih efektif dan memberikan efek jera. Kerja sama 
internasional juga mendukung keberhasilan strategi ini dalam menghadapi 
jaringan narkotika lintas negara yang memanfaatkan jaringan global. Pendekatan 
terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan 
penindakan tindak pidana narkotika di era digital, sekaligus melindungi 
masyarakat dari dampak destruktif peredaran gelap narkotika online (Sulubara, 
Fauzi, et al., 2025). Dengan demikian, implementasi strategi cyberlaw yang 
menyinergikan unsur hukum, teknologi, dan kolaborasi multi-pihak menjadi 
landasan fundamental dalam menghadapi tantangan kejahatan narkotika yang 
semakin dinamis dan kompleks di dunia maya (Seri Mughni Sulubara, 2024). 

Kerjasama internasional menjadi komponen vital dalam menghadapi 
peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan ruang siber dan jaringan global. 
Kejahatan narkotika lintas negara semakin kompleks dengan adanya sindikat yang 
menggunakan media digital untuk bertransaksi secara anonimus dan 
tersembunyi, seperti melalui darknet dan layanan pesan terenkripsi. Indonesia, 
melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), aktif membangun sinergi dengan 
berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk dengan Australian Federal 
Police (AFP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan National 
Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok, dalam upaya memperkuat 
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strategi penanganan narkotika berbasis cyberlaw (A. A. Seri Mughni Sulubara, 
2024). 

Dalam berbagai forum dan pelatihan, seperti Social Media and Open-
Source Intelligence Training yang digelar bersama AFP, Indonesia meningkatkan 
kapasitas aparat penegak hukum untuk menggunakan teknologi intelijen sumber 
terbuka dan analisis big data guna melacak serta mengungkap jaringan narkotika 
digital. Selain itu, kerja sama ini juga meliputi operasi bersama, tukar pengalaman, 
pengembangan teknologi, serta pembaruan regulasi agar penegakan hukum dapat 
lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan digital. Kolaborasi internasional ini 
memungkinkan pertukaran informasi lebih cepat, koordinasi penyelidikan lintas 
batas, dan tindakan hukum yang lebih menyeluruh. 

Dengan integrasi kerja sama internasional yang solid, optimalisasi teknologi 
informasi, dan sinergi multi-pihak di tingkat nasional, strategi cyberlaw terpadu 
ini diharapkan mampu mendukung pencegahan dan pemberantasan peredaran 
gelap narkotika secara efektif di dunia maya, sekaligus menjawab tantangan 
kejahatan narkotika yang semakin dinamis dan bersifat transnasional.Berikut 
pendahuluan panjang terkait judul "Strategi Cyberlaw Terpadu dalam 
Menghadang Peredaran Gelap Narkotika di Era Digital: Optimalisasi Kolaborasi 
Penegak Hukum, Penyedia Layanan Internet, dan Analisis Big Data"(Sulubara, 
2024). Di era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, 
sekaligus membuka ruang baru bagi maraknya tindak kejahatan. Salah satu 
kejahatan yang mengalami pergeseran signifikan adalah peredaran gelap 
narkotika, yang kini semakin memanfaatkan platform digital seperti media sosial 
dan darknet. Fenomena ini menghadirkan tantangan besar bagi sistem hukum dan 
penegakan hukum konvensional yang selama ini lebih fokus pada penindakan 
fisik (Azrica & Sulubara, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan inovatif 
dan multidimensi untuk menghadang serta memberantas perdagangan narkotika 
secara online secara efektif. 

Cyberlaw atau hukum siber menjadi alat penting dalam mengatur dan 
mengendalikan aktivitas ilegal di dunia maya, termasuk perdagangan narkotika. 
Kompleksitas kejahatan siber seperti anonimitas pelaku dan pemanfaatan 
teknologi canggih mengharuskan penerapan strategi terpadu yang melibatkan 
berbagai elemen (I. Seri Mughni Sulubara, 2024). Optimalisasi kolaborasi antara 
penegak hukum, penyedia layanan internet, dan pemanfaatan teknologi analisis 
big data menjadi kunci utama. Penegak hukum dapat mengidentifikasi pola dan 
tren perdagangan narkoba melalui analisis data besar dari berbagai platform 
digital, sementara penyedia layanan internet dan media sosial memiliki peran 
kritis dalam memblokir akses dan menghapus konten promosi narkotika (Seri 
Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, 2024). 

Selain itu, pembaruan regulasi hukum yang adaptif terhadap 
perkembangan teknologi digital mutlak diperlukan agar penanganan peredaran 
narkotika daring lebih efektif dan menimbulkan efek jera. Kerja sama internasional 
juga menjadi bagian penting dalam menghadapi jaringan narkotika lintas negara 
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yang memanfaatkan jaringan global. Indonesia, melalui Badan Narkotika Nasional 
(BNN), aktif menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga 
internasional seperti Australian Federal Police (AFP), United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), dan National Narcotics Control Commission (NNCC) 
Tiongkok, untuk memperkuat penegakan hukum siber dalam perang melawan 
narkoba (Riska, Seri Mughni Sulubara, 2025). 

Sinergi ini meliputi pelatihan teknologi intelijen sumber terbuka, operasi 
bersama lintas negara, pertukaran informasi, serta pengembangan teknologi 
analisis big data yang semakin canggih. Dengan adanya integrasi kerja sama 
internasional yang solid, optimalisasi teknologi informasi, dan kolaborasi multi-
pihak di tingkat nasional, strategi cyberlaw terpadu ini diharapkan mampu 
meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan tindak pidana narkotika 
secara daring. Pendekatan menyeluruh ini menjadi landasan fundamental dalam 
menghadapi tantangan kejahatan narkotika yang semakin dinamis, kompleks, dan 
transnasional di dunia maya, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak 
destruktif peredaran gelap narkotika online. 

Dengan demikian, strategi cyberlaw terpadu yang menggabungkan unsur 
hukum, teknologi, serta kolaborasi multi-pihak dan internasional dapat 
meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan tindak pidana narkotika di 
era digital. Pendekatan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak 
destruktif narkotika online, tetapi juga memperkuat kedaulatan hukum Indonesia 
dalam menanggapi tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks dan dinamis 
(Sarkar & Shukla, 2023). 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan kualitatif yang 
saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai 
strategi cyberlaw dalam menghadang peredaran gelap narkotika di era digital. 
Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi, perundang-
undangan, dan kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika berbasis 
digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 
Undang-Undang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya yang relevan dengan 
cybercrime. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menggali data empiris melalui 
wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan 
BNN), penyedia layanan internet, serta ahli teknologi informasi yang terlibat dalam 
pemberantasan narkotika digital, disertai studi kasus dan analisis dokumentasi 
terhadap bentuk kolaborasi lintas sektor. Data sekunder diperoleh melalui laporan 
kegiatan, protokol kerja sama, serta hasil operasi yang terkait dengan penyidikan 
dan pengawasan narkotika berbasis teknologi, sedangkan studi literatur dilakukan 
untuk memperkuat landasan teoritis dan doktrin hukum mengenai penerapan 
cyberlaw. Kajian juga menelaah pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan 
buatan (AI) dalam mengidentifikasi pola perdagangan narkotika daring serta 
mengevaluasi efektivitas implementasinya dari segi hukum dan teknis. Seluruh 
data kualitatif dianalisis menggunakan teknik content analysis guna 
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mendeskripsikan pola, tema, dan hubungan antar unsur dalam kolaborasi cyberlaw, 
sedangkan analisis normatif difokuskan pada interpretasi dan penerapan hukum 
dalam konteks pengendalian narkotika digital. Dengan demikian, metode 
penelitian ini dirancang untuk menghasilkan gambaran menyeluruh yang 
mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan kerja sama multi-pihak sebagai 
dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang memperkuat strategi cyberlaw dalam 
memberantas kejahatan narkotika di ruang siber.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan bahwa peredaran gelap narkotika kini banyak 
memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan 
darknet, yang menjadikannya kejahatan siber dengan tingkat kompleksitas tinggi. 
Data menunjukkan bahwa teknologi digital memperluas ruang gerak para pelaku, 
memudahkan transaksi narkotika tanpa tatap muka langsung, serta mempersulit 
penegakan hukum konvensional. Meski regulasi hukum di Indonesia seperti 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 
ITE Nomor 11 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum, masih ditemukan 
celah regulasi dan kapasitas aparat yang belum sepenuhnya mampu 
mengantisipasi peredaran narkotika digital (Sarkar & Shukla, 2023). 

Optimalisasi penggunaan teknologi analisis big data dan kecerdasan buatan 
(AI) terbukti mampu membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pola 
perdagangan narkotika online, mempercepat pengungkapan jaringan, dan 
mendukung pengawasan yang lebih efektif (Edrisy, 2025). Namun, keterbatasan 
sumber daya, pelatihan, dan fasilitas pendukung menjadi hambatan utama dalam 
penerapan teknologi ini secara maksimal. Selain itu, peran serta penyedia layanan 
internet dan platform media sosial sangat krusial dalam memblokir dan 
menghapus konten ilegal terkait narkotika, meskipun tantangan seperti 
anonimitas pengguna dan penggunaan teknologi enkripsi menjadi kendala 
signifikan (Pratama, 2024). 

Kerjasama lintas sektor dan lintas negara merupakan elemen vital yang 
meningkatkan efektivitas penanganan peredaran narkotika digital. Kolaborasi 
antara aparat penegak hukum, penyedia layanan teknologi, kementerian terkait, 
serta kerja sama internasional seperti dengan Australian Federal Police (AFP) dan 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan keuntungan 
strategis dalam hal pertukaran intelijen, pelatihan, dan operasi bersama. Dari hasil 
temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi cyberlaw yang menyinergikan 
unsur hukum, teknologi, dan kolaborasi multi-pihak adalah landasan yang efektif 
dalam menghadapi kejahatan narkotika di dunia maya (Wijaya & Ruslie, 2024). 
Penegakan hukum siber harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap 
perkembangan teknologi baru yang digunakan pelaku, termasuk kemampuan 
analisis data besar untuk deteksi dini dan pengungkapan jaringan. Peran aktif 
penyedia layanan internet dan media sosial sebagai penjaga ruang digital sangat 
penting untuk mendukung upaya penghapusan konten ilegal, yang pada akhirnya 
mengurangi aksesibilitas narkotika daring (Tambunan, 2023). 
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Pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum diperlukan untuk menutup 
celah yang ada, khususnya pengaturan terkait peredaran narkotika di media 
digital dan darknet yang belum sepenuhnya diatur secara spesifik. Penguatan 
kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum dalam ilmu forensik digital dan 
teknologi informasi menjadi kunci untuk memaksimalkan penerapan cyberlaw 
(Salwa, 2024). Selain itu, kerja sama internasional yang solid tidak hanya 
memperkuat koordinasi operasional, tetapi juga memberikan landasan hukum 
dalam menghadapi kejahatan narkotika yang bersifat lintas negara dan 
menggunakan jaringan siber global. Dengan penerapan strategi yang terpadu dan 
konsisten, diharapkan peredaran gelap narkotika di era digital bisa dikendalikan 
lebih efektif, serta dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus 
melindungi masyarakat luas dari ancaman narkotika yang semakin canggih dan 
tersembunyi di ranah maya (Ahmad Fauzi, 2022). 

Kerjasama lintas sektor dan lintas negara merupakan elemen vital yang 
meningkatkan efektivitas penanganan peredaran narkotika digital. Kolaborasi 
antara aparat penegak hukum, penyedia layanan teknologi, kementerian terkait, 
serta kerja sama internasional seperti dengan Australian Federal Police (AFP) dan 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan keuntungan 
strategis dalam hal pertukaran intelijen, pelatihan, dan operasi bersama. emuan 
dari berbagai studi dan kasus di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan 
narkotika digital menggunakan berbagai teknologi canggih seperti aplikasi pesan 
terenkripsi, e-commerce, dan cryptocurrency untuk transaksi dan penyamaran 
(Putri Lidia Damayanti, 2024). Oleh karena itu, penegakan hukum siber harus 
mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru, dan mengoptimalkan 
kemampuan analisis big data untuk deteksi dini dan pengungkapan jaringan 
peredaran narkotika (Venerdi & Edrisy, 2025). Peran aktif penyedia layanan 
internet dan media sosial sebagai penjaga ruang digital sangat penting untuk 
menghapus konten ilegal dan membatasi akses narkotika daring.  

Selain itu, pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum sangat diperlukan 
untuk menutup celah hukum yang ada, terutama pengaturan peredaran narkotika 
di media digital dan darknet yang belum diatur secara spesifik dalam UU 
Narkotika dan UU ITE yang ada sekarang (Kurniawan et al., 2024). Penguatan 
kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum di bidang forensik digital dan 
teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penerapan 
cyberlaw. Kerja sama internasional yang solid tidak hanya memperkuat 
koordinasi operasional, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam 
menghadapi kejahatan narkotika lintas negara yang menggunakan jaringan siber 
global (Win et al., 2024). Dengan penerapan strategi cyberlaw yang terpadu dan 
konsisten, diharapkan peredaran gelap narkotika di era digital dapat dikendalikan 
lebih efektif, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat 
luas dari ancaman narkotika yang semakin canggih dan tersembunyi di ranah 
maya (Daarul et al., 2024).  
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SIMPULAN  
Strategi cyberlaw yang mengintegrasikan unsur hukum, teknologi, dan 

kolaborasi multi-pihak terbukti menjadi pendekatan efektif dalam menangkal 
peredaran gelap narkotika yang semakin canggih di dunia maya. Optimalisasi 
kolaborasi antara penegak hukum, penyedia layanan internet, serta pemanfaatan 
teknologi analisis big data mampu meningkatkan deteksi dini, pengawasan, dan 
penindakan tindak pidana narkotika online secara lebih cepat dan terarah. 
Kebutuhan akan pembaruan regulasi hukum yang adaptif terhadap 
perkembangan teknologi digital sangat penting untuk menutup celah hukum yang 
ada, terutama mengatur peredaran narkotika di media digital dan darknet secara 
spesifik. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital 
dan teknologi informasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi 
strategi ini. Selain itu, kerja sama internasional yang intensif memperkuat upaya 
koordinasi operasional dan landasan hukum menghadapi kejahatan narkotika 
lintas negara yang memanfaatkan jaringan siber global. Dengan penerapan 
strategi cyberlaw terpadu yang komprehensif dan konsisten, diharapkan dapat 
meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika 
daring, memberikan efek jera bagi para pelaku, serta melindungi masyarakat dari 
ancaman narkotika digital  
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